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BUPATI MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN MOROWALI

NOMOR 2ITAIIUN 2D75

TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,
batrwa dalam rangka menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam pendidikan karakter terutama
meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin,
bekerja keras, kreatif, mandiri demokratis rasa
ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah
air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta
damai, gemar membaca, peduli lingkungan,
peduli sosial, dan bertanggungiawab perlu
mengembangkan pendidikan karalter;
bahwa gurra menurnbuh kernbangkan lingkungan
dan budaya belajar yang serasi antar keluarga
sekolah dan masyarakat perlu menjadikan
pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan
keluarga;
bal"wa guna mencapai tujuan pelaksanaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2OI7 tentang penguatan Pendidikan
karakter yang ditergetkan pada tahun 2045 akan
terbentuk generasi emas yang berjiwa kartakter
dan budaya bangsa;
bal.wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a huruf b dan huruf c diatas,
dipandang perlu rnenetapkan Peraturan Daerah
tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada
Satuan Pendidikan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b

d

Mengingat : I

t



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O00 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN

PENDIDIKANKARAKTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

a.

9.

10.

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK
adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung j awab satuan
pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui
harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga
dengan pelibatan dan kerj a sarna antara satuan pendidikan,
keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM).
Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP
adalatr kegiatan pernbiasaan sikap dan perilaku positif di
sekolah yang dimulai sej ak dari hari pertama sekolah, masa
orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah
pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah
kejuruan, sarnpai dengan kelulusan sekolah.
Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan
Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan
masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional.
Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
kornponen sistern pendidikan pada satuan pendidikan pada
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan
dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada j alur formal, non
formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan
berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah lbtidaiyah atau bentuk
lain yang sederajat serta menjadi satrr kesatuan kelanjutan
pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atam bentuk
lain yang sederajat.
Tarnan Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggaralan prograrn pendidikan
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.
Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan forrnal yan g menyelen ggarakan pro grarn pendidikan
dengan kekhasan agarna Islam bagi anak berusia 4 (empat)
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
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11.

t2.

13.

t4.

15.

16.

t7.

18.

19.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah
salatr satu bentr.rk satlran pendidikan formal dalam binaan
Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umurn
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar'
Sekolatr Menengah Pertarna yang selanjutnya disingkat SMP
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna
atam setara SD atau MI.
Madrasa1l Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalarn binaan
Kementerian Agarna yang menyelenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan agarna Islam pada jenjang pendidikan dasar
sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara
SD atau MI.
Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang
diselenggarakan setelah rnemenuhi Standar Nasional
Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/
atau komparatif daerah.
Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik untuk dapat rnenj alankan peranan yang
menlrntut penguasaErn pengetahuan tentang aj aran agarna
dan/ atau menjadi ahli ilmu agarna dan mengamalkan aj aran
agarn€rnya.
Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan
membentr.rk peserta didik yang rnemiliki sifat-sifat kejiwaan,
akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan
yang lain. Serta memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh,
kornpetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong
royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi
ilmu pengetahuan dan teknologr yang dij iwai Pancasila, iman
dan taqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa.
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelaj aran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untr-rk rnenunjang
penyelenggaraan pendidikan.
Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kektmsusannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan.
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20.

2t.
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23.

24.

25.

26.

27.

24.

29.

30.

31.

32.
33.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utarna
mendidik, rnengajar, membimbing, rnengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur
dan be4'enj ang.
Pendidikan Informal adalah j alur pendidikan keluarga dan
lingkungan.
Kurikulum adalah seperangkat renca-rra dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelaj aran untuk mencapai tujrlan pendidikan.
Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai rlnsur masyarakat yang peduli pendidikan.
Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan or€rng tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Masyarakat adalah kelornpok Warga Negara Indonesia non
pemerintah yang mernpunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan.
Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan
di Daerah.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uralsan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsr.rr penyelenggara
Pemerintahan Daeral. yang mernimpin pelaksa.naart urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangal daeral.. otonom.
Perangkat Daerah adalah rlnstlr membantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan rlmsan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanj utnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan ralqrat daerah yang
berkedudukan di Kabupaten Morowali sebagai Llnsrlr
penyelengqara Pemerintahan.
Daerah adalah Kabupaten Morowali.
Bupati adalah Bupati Morowali.
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Pasal 2
PPK merniliki tujuan:
a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi

emas Indonesia Tahun 2o'45 dengan jiwa Pancasila dan
pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika
perubahan di masa depan;

b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang
meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam
penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan
dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui
pendidikan jalur forrnal, nonformal, dan informal dengan
memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan

c. merevita-lisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan
lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK berfungsi:
a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal

ika;
b. membangun peradaban bangsa yang cerdas

berbudaya h.rhur, dan mampu berkontribusi terhadap
pengembangan kehidupan umat rnanusia;

c. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran
baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan

d. membangun sikap warga neg€rra yang cinta damai, kreatif,
mandiri, dan marnpu hidup berdampingan dengan bangsa lain
dalam suatu harmoni.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Nilai dan Proses Pendidikan Karakter;
b. Strategi pelaksanaan Pendidikan Karakter;
c. Pengembangan kurikulurn Tingkat satuan Pendidikan;
d. Membangun brldaya sekolah;
e. Prioritas pengembangan nilai karakter di daerah;
f. Hak dan kewaj iban;
g. Penyediaan sarana dan prasarana.



BAB II

NILAI DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

Beglan Kesatu

Nilai Pendidikan Karakter
Pasal 5

(1) Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan
2O (dua puluh) nilai yang bersumber dari 5 (lima) nilai Lrtama
yang saling berkaitan yaitrr religiusitas, nasionalisme,
kemandirian, gotong royong dan integritas yang terintegrasi
dalam kurikulurn.

(2) Dua puluh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan
karakter terutama meliputi nilai-nilai:

religius;
jujur;
toleran;
disiplin;
bekerja keras;
kreatif;
mandiri;
demokratis;
rasa ingin tahu;
semangat kebangsaan;
cinta tanah air;
menghargai prestasi

m. komunikatif
n. cinta damai;
o. gemar membaca;
p. peduli lingkungan;
q. peduli sosial;
r. bertanggung jawab;
s. kebhinekaan; dan
t. bernilai kritis.

Bagiarr Kedua
Proses Pendidikan Karakter

Pasal 6
(1) Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas

psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia
dan fungsi totalitas sosiokultural.

(2) Totalitas psikologis sebagaimana dirnaksr.rd pada ayat (1)
meliputi kognitif, afektif, dan psikornotorik.

(3) Totalitas sosiokr.rltural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada konteks interaksi dalarn keluarga, satuan pendidikan
serta masyarakat.

a.

b.
c.

d.
e
f.

h.
i.
j.
k.
l.
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Pasal 7

(l)Konfigurasi karakter dalarn kontek totalitas proses psikologis
dan sosiolkultural sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) dan ayat (3) dikelompokkan dalam:
a. olah hati;
b. olah pikir;
c. olah raga/kinestetik;dan
d. olah rasa dan karsa.

(2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara holistik dan
koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi,
serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus
nilai luhur yang di dalarnnya terkandung sejurnlah nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2).

BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagtan Kesatu
Strategi Daerah

Pasal 8

(l) Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan
kara}ter, sebagai berikut:
a. pen)rusunan perangkat kebij akan;
b. penyiapan dan penyebaran batran pendidikan

karakter yangdiprioritaskan;
c. pemberian dr.rkungan pengembangan kurikulum;
d. pemberian dukungan sarana, praszrr€rna, sumber daya

manr.rsia, dan pembiayaan; dan
e. sosialisasi.

p) Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara koheren.

(Q Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kernitraan
tripusat pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan
berbasis:
a.kelas;
b. budaya sekolah; dan
c.masyarakat.

Pasal 9
(1) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada pasal

8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:

a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses
pembelqiaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata
pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;

b. merencanakan pengelolaan kelas dan
metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan
karakter peserta didik;



-9-

c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
d. rnengernbalgkan kurikulum muatan lokal sesrrai dengan

kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan,
dan peserta didik.

(2) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 ayat (3)huruf b dilakukan dengan:

a. rnenekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam
keseharian sekolah;

b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di

sekolah;
d. membangun dan mematuhi norrna, peraturan, dan tradisi

sekolah;
e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing

sekolah sebagai ciri khas sekolah;
f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk

rnengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang

pendidikan dasar atam. satuan pendidikan jenjang
pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk
rnengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

(3) Pendekatan berbasis rnasyarakat sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

a.. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku
kepentingan utarna pendidikan dan Komite Sekolah sebagai
lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi
prinsip gotong royong;

b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan
sebagai sr.rmber belqiar seperti keberadaan dan dukungan
pegrat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia
usaha, dan dunia industri; dan

c. mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai prograrn
yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan,
lembaga swadayamasyarakat, dan lembaga informasi.

Bagian Kedua
Strategi Satuan pendidik

Pasal 1O
(1) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan

Pendidikan merupakan suatrl kesatuan dari program
manqjemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang
terirnplementasi dalarn pengembangan, pelaksanaan dan
evaluasi kurikulurn oleh setiap Satuan pendidikan.
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(2) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. Sosialisasi ke stakeholders yaitu komite sekolah,

masyarakat, dan lembaga-lembaga;
b. pengembangan dalam kegiatan sekolah;
c. kegiatan pembelaj aran;
d. pengernb€rngan budaya sekolah dan pusat kegiatan belqjar;
e. kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan

ekstrakurikuler; dan
f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan
pendidikan karakter di Satuan Pendidikan diatur dengan
Peratr.rran Bupati.

BAB IV
PENGEM BANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PEND IDIKAN

Bagian Kesatu
Komponen
Pasal 11

(1) Pendidikan karakter merupakan satr.r kesatuan prograrn
kurikulum satuan pendidikan.

(2) Pendidikan karakter sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
secara dokrrmen diintegrasikan ke dalarn Kurikulum pada
Tingkat Satuan Pendidikan rnr-rlai dari visi, misi, tujuan,
struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelaj aran (RPP).

Bagian Kedua
Tahaparr
Pasal 12

(1) Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan
dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa,
dan masyarakat sekitar.

(2) Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan
pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui
tahapan perencana€rn, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengembangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Ketiga
Penyiapan Perangkat

Pasal 13

Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan pendidikan karakter
di Satuan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan

Pendidikan;
b. pemetaan kesiapan pendidikan karakter pada tingkat Satuan

Pendidikan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan karakter

pada setiap Satuan Pendidikan;
d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi

pelatihan untuk pelaksanaan pendidikan karakter dengan
waktu/ masa pelatihan yang bervariasi ;dan

e. pembiasaan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap
satuan pendidikan.

BAB V
MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH

Pasal 14
(1) Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter melalui

bu.daya sekolah mencakup sernua kegiatan yang dilakukan
oleh sernua warga sekolah.

(2) Pengembangan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

h.
i.
j.
k.
l.
rn.
n.
o.

kepemimpinan;
keteladanan;
keramahan;
toleransi;
kerja keras;
disiplin;
kepedulian sosial;
kepedulian lingkungan;
rasa kebangsaan;
tanggung j awab;
rasa memiliki;
gotong royong;
etika pergaulan;
kebhinekaan; dan
bernilai kritis.
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BAB VI
PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
(1) Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu:

a.. religius;
b- nasionalisme;
c- kemandirian;
d. gotong royong;
e. integritas; dan
f. semangat kebangsaan.

(2) Pengembangan nilai karalder religius sebagaimana
dimaksr.d pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui
Pendidikan Agarna.

(3) Pengembangan nilai karakter Nasionalisme sebagaimana
dirnaksud pada ayat (i) hr.rruf b dilaksanakan melalui
Pendidikan Kewarganegaraan.

(4) Pengembang€ur nilai karakter Kemandirian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui
Pendidikan Kemandirian.

(5) Pengernbangan nilai karakter Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui Kegiatan
Ke{a Bakti.

(6) Pengembangan nilai karakter Integritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui Pendidikan
Anti Korupsi.

(7) Pengernb€rngan nilai karakter sernangat kebangsaan
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan
melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sesuai nilai-nilai
Pancasila.

Bagran Kedua
Pendidikan Agama

Pasal 16
(1) Pendidikan Agama bertujuan untr.rk membentuk peserta

didik yang mernahami dan rnengamalkan nilai-nilai aj aran
ag€unanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang
berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinarnis dalarn
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman,
bertakwa, dan berakhlak mulia.

(2) Pendidikan Agama berfungsi mendorong peserta didik untuk
taat menj alankan ajaran aganrr€rnya dalam kehidupan sehari-
hari dan menjadikan agarna sebagai landasan etika dan moral
dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
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Pasal 17
(1) Setiap satuan pendidikan pada sernua jalur, jenjang dan jenis

pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agarna sesuai
dengan agama peserta didik.

(2) Pendidikan agama yang diselenggarakan dalam bentuk mata
pelajaran agarna, pembinaan agarna, praktik dan
pengamalan ajaran agarna, pengkajian ajaran agarna serta
keteladanan nilai-nilai agarna.

(3) Pendidikan agalna di satuan pendidikan formal dilaksanakan
dengan alokasi jam pelajaran yang memadai dan dapat
dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui kegiatan
ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libr.rr dan peringatan hari
besar- agama dan/ atau kegiatan di luar sekolahlainnya.

(4) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Kewarganegaraaan

Pasal 18
Pendidikan Kewarganegaraan bertujr..ran untuk mernbentuk
peserta didik yang rnemahami dan marnpu melaksanakan hak-
hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil, berkarakter yang diarnanatkan oleh
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945'

Bagial Keempat
Pendidikan Kemandirian

Pasal 19
Pendidikan Kemandirian bertujuan untuk membantu anak
agar marnpu mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara
mandiri, kemampuan mengambil resiko dan mernecahkan
masalah berfikir, bersosialisasi danberproses.

Bagian Kelima
Kegiatan Kerja Bakti

Pasal 2O

Kegiatan Kerj a Bakti bertujuan untuk membentuk peserta didik
yang peduli akan lingkungan, sosial dan budaya agar
menciptakan peserta didik yang memiliki sifat kekeluargaan,
saling rnenolong dan bekerjasarna.
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Bagial Keenam
Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 21
(l)Setiap sekolah memberikan Pendidikan anti korupsi terhadap anak

sekolah sedini mungkin agar tidak melakukan korupsi.

(2)Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk
membentuk karalrter anak didik dalam hal tidak melakukan tindak
pidana korupsi.

(3)Tata cara pelaksanaan Pendidikan anti korupsi diatur dengan peraturan
bupati.

Bagian Keenarn
Pendidikan Berbasis Muatan Lokal

Paragraf 1

Umum
PasaT 22

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan berbasis
muatan lokalpada jenjang pendidikan dasar.

(2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada
pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal.

(3) Pemerintah Daerah mernfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan PAUD,
TKIRA, SD/MI dan SMP/MTs.

(4) Penyelenggzrraan pendidikan berbasis muatan lokal
bertujuan untuk mengembangkan potensi daeral. di bidang
seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian,
pertambangan dan bidang lain yang merupakan keunggulan
kompetitif dan/ atau komparatif daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan
berbasis muatan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragral 2
Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

Pasal 23
(1) Setiap satr.ran pendidikan dasar melaksanakan kurikulum

pendidikan rnuatan lokal.
(2) Pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari muatan lokal provinsi dan muatan lokal daerah.
(3) Muatan loka-l wajib yaitu mata pelajaran Batrasa, Sastra dan

Budaya Bungku.
(4) Muatan lokal pilihan yaitu mata pelajaran Seni, Budaya dan

Potensi Daerah Morowali.
(5) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disusun dengan rnernperhatikan :

a.. aganna;
b. peningkatan irnan dan taqwa;
c. pendidikan budi pekerti;
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d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah;
e. keragarnan potensi Daerah dan lingkungan;
f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan

sejarah daerah;
h. trrntutan pembangunan daerah dan nasional serta

dinamika perkembangan global;
i. tuntutan dunia kerja;dan
j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(6) Kewenang€rn pen5rusunan kurikulum rnuatan lokal Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada PD dan
dapat menerirna masukan dari perguruan tinggi dan
pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat
Indikator
Pasal 24

Indikator karakter untuk Kegiatan Gerakan Penumbuhan Br.rdi
Pekerti di sekolah yaitu :

a. Menumbuh kembangkan Nilai-nilai Moral dan Spiritual dalam
perilaku sehari-hari. dan siswa mempraktekkannya secErra
rutin hingga menjadi kebiasaan, melalui kegiatan wajib
meliputi :

1. guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai dengan
keyakinan masing-masing, sebelum dan sesudah hari
pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara
bergantian di bawah bimbingan guru;

2. membiasakan untuk menunaikan ibadah bersarna sesuai
agarna dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah
malpun bersama masyarakat; dan

3. membiasakan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan
kegiatan yang sederhana dan hikmat.

b. Menumbuh kembangkan Nilai-nilai Kebangsaan dan
Kebhinnekaan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan
menerima keberagarnan sebagai anugerah untuk bangsa
Indonesia. melalui kegiatan wajib meliputi :

1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menerima
keberagarnan sebagai anugeral" untuk bangsa Indonesia.
Anugerah yang harrs dirasakan dan dis5rukuri sehingga
manfaatnya bisa terasa dalarn kehidupan sehari-hari;

2. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan
mengenakan seragarn atau pakaian yang sesuai dengan
ketetapan sekolah;

3. Berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta
didik rnenyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
dan/ atau satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini
yang menggambarkan sernangat patriotisme dan cinta
tanah air;
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4. Gurr dan peserta didik menyanyikan satu lagu daerah
(lagu daerah seluruh Nusantara), saat mengaktriri
pembelqiaran;

5. Mengenalkan beragam keunikan potensi daeratr asal
siswa melalui berbagai media dan kegiatan; dan

6. Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional dengan
rnengkaji atau rnengenalkan pemikiran dan semangat
yang rnelandasinya melaft.ri berbagai media dan
kegiatan.

c. merrgernbangkan Interaksi Positif Antara Peserta Didik dengan
Gr.ru dan Orang tua meliputi :

1. Saling pengertian dan saling dukung demi terwujrrdnya
pendidikan yang efelrtif;

2. Sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa
pada setiap tatrun aj aran baru untuk mensosialisasikan
visi, aturan,materi dan rencana capaian belajar siswa agar
orangtua turut mendukung keempat poin tersebut;

3. Memberi salarn, sen5rum dan sapaan kepada setiap orang di
komunitas sekolah;

4. Membiasakan peserta didik (dan keluarga) untuk
berpamitan dengan orangtr.ra/ wali/ penghuni rurnah saat
pergi dan lapor saat pulang, sesuai kebiasaan/adat yang
dibangun masing-rnasing keh,rarga; dan

5. Peserta didik rnengucapkan salarn hormat kepada guru
sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang
peserta didik secara bergantian.

d. mengembangkan Interaksi Positif Antar Peserta Didik meliputi :

1. Membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah dan/atau
rumah untuk belajar kelompok yang diketahui oleh gr:ru
dan/ atau orang tua;

2. Gerakan kepedulian kepada sesarna warga sekolah dengan
rnenjengrrk warga sekolah yang sedang mengalarni
musibah, seperti sakit, kematian, dan lainnya; dan

3. Membiasakan siswa saling membantu bila ada siswa yang
sedang rnengalarni musibah atau kesusahan.

e. merawat Diri dan Lingkungan Sekolah meliputi :

1. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkr.rngan sekolah
dengan membentrlk kelompok lintas kelas dan berbagi
tugas sesuai usia dan kemampuan siswa;

2. Membiasakan penggunaan sumber daya sekolah (air, listrik,
telepon, dsb) secara elisien melalui berbagai kampanye
kreatif dari dan oleh siswa;

3. Menyelenggarakan kantin yang memenuhi standar
kesehatan;
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4. Membangun budaya peserta didik untuk sela}.r rnenjaga
kebersihan di bangkunya masing-rnasing sebagai bentuk
tanggung j awab individu maupurr kebersihan kelas dan
lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab
bersama;

5. Mengaj arkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk
kelas, dan pada saat bergantian memakai fasilitas sekolah;

6. Menjaga dan rnerawat tanarnan di lingkungan sekolah,
bergilir antar kelas; dan

7. Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja sama dengan
dinas kebersihan seternPat.

f. Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Secara Utuh
meliputi :

1. rnenggunakan 15 (lima belas) menit sebelum hari
pembelqjaran untuk mernbaca buku selain buku mata
pelaj aran (setiap hari);

2. Selurutr warga sekolah (guru, tenaga kependidikan, siswa)
memanfaatkan waktu sebelum rnemuai hari pembelaj aran
pada hari- hari tertentr.r untuk kegiatan olah fisik seperti
sen€un kesegaranjasmani, dilaksanakan secara berkala dan
rutin, sekurang-kurangnya satlr kali dalam serninggu;

3. Peserta didik membiasakan diri untuk memiliki tabungan
dalam berbagai bentuk (rekening bank, celengan, dan
lainnya);

4. Membangun budaya bertanya dan melatih peserta didik
mengajukan pertanyaan kritis dan membiasakan siswa
mengangkat tangan sebagai isyarat akan mengajukan
pertanyaan; dan

5. Membiasakan setiap peserta didik untuk selalu berlatih
menjadi pemimpin dengan cara rnemberikan kesempatan
pada setiap siswa tanpa kecuali, untuk memimpin secara
bergilir dalam kegiatan-kegiatan bersama/berkelompok.

g. Pelibatan Orangtua dan Masyarakat di Sekolah meliputi :

1 Mengadakzrn parneran kar5ra siswa pada setiap akhir tahun
aj aran dengan mengundang orangtua dan rnasyarakat
untuk rnemberi apresiasi pada siswa;

2 Orangtua membiasakan untuk menyediakan waktu 20 (dua
puluh) menit setiap malam untuk bercengkerama dengan
anak mengenai kegiatan di sekolah;

3 Masyarakat bekerja sarna dengan sekolah untuk
mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh peserta didik
dalarn memecahkan masalah- masalal. yang ada di
lingkungan sekitar sekolatr; dan

4 Masyarakat dari berbagai profesi terlibat berbagi ilmu dan
pengalarnan kepada siswa di dalarn sekolah.
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Bagian Kelima
Bahasa Pengantar Pendidikan

Pasa] 25
(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa

pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
(2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai:

a. penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu;
dan/atau

b. bahasa penga-rrtar untuk pembelajaran Bahasa Daerah.
(3) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu

Bahasa Daerah Bungku.

Pasal 26
(! Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi

pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan
berbahasa asing dan pengembangan pengetahuan peserta
didik.

@ Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bal. asa komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan
Pendidikan masing-masing.

Bagian Keenam
Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik

Pasal 27
(1) Penggunaan pakaian serag€urr PAUD ditentukan oleh satuan

pendidikan.

(2) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar
mengenakan pakaian seragarn sekolah.

(3) Pakaian seragarn khas sekolah diatr.rr oleh masing-rnasing
sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga
neg€rra untuk menjalankan keyakinan agzunanya masing-
masing
a. pakaian ser2garn sekolah nasional;
b. pakaian seragarn sekolah daerah, identitas sekolah

dan/atam pakaian sejenis dengan motif daerah;
c. pakaian seragarn pramuka; dan
d. pakaian olahraga.

(4) Jenis dan warna pakaian seragarn sekolah nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalatr:
a.. SD/Ml/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang

dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang
berwarna merah; dan

b. SMP/MTs/Sederajat kemeja berlengan pendek/ panjang
dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang
berwarna biru.
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(5) Jenis dan warna pakaian seragain sekolah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Batik
Daerah, dan/ atau identitas sekolah.

(6) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh
orang tua atau wali peserta didik.

Bagian Ketujuh
Tanggunglawab

Pasal 28
Pencapaian pelaksanaan program Pendidikan Karakter menjadi
tanggungiawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,
masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan dan Orang tua.

Pasal 29
Dalam pelaksanaan Prioritas Pengembangan Nilai Krakter di
Daerah sebagai di maksud pada Pasal 14 akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagr an Kesatu
Peserta Didik

Pasal 30

(1) Setiap peserta didik, berhak untuk:
a.. mendapatkan pendidikan agama sesuai aganna yang

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses

pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan

keteladanan;
d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya

yang terjangkau oleh selurrh lapisan masyarakat;
e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan

belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari
ketentuan yang ditetapkan;

f. memperoleh penilaian dan informasi laporan hasil belajar;
dan

C- rnemperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan
kesewenan g- wenan gan yan g membahayakan keselarnatan
fisik dan non fisik yangterjadi di sekolah dan/atam di luar
sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.

(2) Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:
a.. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk

menjarnin keberlangsungan proses keberhasilan
pendidikan;

b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan
pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika
pendidikan;
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c. menjalankan ibadah sesuai agarna yang dianutnya,
menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan
memelihara kerukunan serta kedarnaian untuk
rnewujudkan harmoni sosial;

d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,

kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan
pendidikan;

f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,
kebersihan, keamanan dan ketertiban Lrmurrr;

g. menyelesaikan prograrn pendidikan sesuai batas waktu
yang ditetapkanpada setiap jenjang pendidikan; dan

h. mematr.rhi semlra peraturan dan tata tertib satuan
pendidikan.

(3) Peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2) diberikan sanksi adrninistrasi.

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan
yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pasal 31
(1) Setiap pendidik, berkewajiban:

a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
sehingga kegiatan belajar dapat bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinarnis dan dialogis;

b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik
dengan sebaik-baiknya sesuai tuntutan penyelenggaraan
pendidikan;

c. mempr.rnyai komitrnen secara profesional untuk
meningkatkan mutu pendidikan;

d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip
dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;

e. mernberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi
teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;

f. rnernelihara kerukr.rnan, kesetiakawanan dan
kedamaian untrrk mewujudkan harmoni sosial;

g. memiliki kualifrkasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasrnani dan rohani, serta memiliki
kemarnpuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. menjaga dan mematuhi norrna-norma pendidik untuk
menjamin keberlangsungan proses keberhasilan
pendidikan;
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i. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,
kebersitran, kearnanan dan ketertiban pada satuan
pendidikan dan di tempat urrrum;

j. menjaga narna baik lembaga, profesi dan kedudukan
sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;dan

k. mematuhi sernua ketentuan peratr.rran perundang-
undangan.

(2) Setiap pendidik, berhak:
a. memperoleh penghasilan dan jarninan kesejal.teraan

sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. memperoleh tunj angan profesi, tunj angan fungsional,
subsidi tunj angan fungsional, insentif dan / atatl
tunj angan lainnya sebagai pendidik sesuai ketentuan
perattrran perundang-undangan;

c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;

d. memperoleh kesernpatan r.rntuk rnengglrnakan sara-na,
prasar€rna dan fasilitas pendidikan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi
kerja;

f. mendapatkan pernbinaan karier sesuai tlrntr.rtan
pengembangan kualitas pendidikan;

g. berserikat dalam organisasi profesi pendidik tanpa
meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran
yang menjadi tanggungiawabnya;

h. mengembangkan dan meningkatkan kualifrkasi akademik
dan kompetensi, rnernperoleh pelatihan dan
pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan
perundang-udangan;

i. mendapatkan kesernpatan untuk mernbr.rat kar5ra tr'rlis,
melakukan publikasi ilmiah, menulis artikel pada
jurnal ilmiah yang diakui dan/atau menjadi pengarang
atalr penJrusun buku teks ata! buku a,iar yang
dinyatakan layak aiar sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan;

j. memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta
didiknya sesuai standar penilaian pendidikan serta
memberikan pengtrargaan kepada peserta didiknya yang
terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non
akademik;

k. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan sesrrai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

l. berpartisipasi dalam penentuan kebij akan di bidang
pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Pendidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimarra
dimaksr.d pada ayat (1) diberikan sanksi adrninistrasi
dan/ atanr sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peratlrran
Perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 32
(1) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:

a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga
kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan;

b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip
dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;

c. memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dan
lingkungannya;

d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian
untuk rnewrrjr.rdkan harmonisosial;

e. rnenj aga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk
menjarnin keberlangsungan proses keberhasilan
pendidikan;

f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,
kebersihan, keamanan dan ketertiban pada sattlan
pendidikan dan di tempat umum;

g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan
sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan

h. mematr.rhi semua ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

(2) Setiap tenaga kependidikan, berhak:
a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejatrteraan sosial

yang patart dan layak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindr.rngan hukurn dalam melaksanakan

tugas dan hakatas hasil kekayaan intelektual; dan
d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana,

prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi
administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



-23-

Bagiar Ketiga
Orang Tua Peserta Didik

Pasal 33
(1) Setiap orErng tua peserta didik berkewaj iban:

a-. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti
wajib belajar pendidikan dasar;

b. rnemberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi
anaknya di lingkungan keluarga yang mendukung proses
pembelajaran;

c. rnemberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya
dan mengupayakan membuat stlasana belajar di rumah
yang nyarnan dan kondr.rsif;

d. memfasilitasi keberlangsungan Pendidikan analnya
menurut kernarnpuan, bakat dan minat anak;

e. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh
pendidikan agama sesuai agarna yang dianutnya; dan

f. rnemberikan teladan yang baik bagi anak di lingkungan
keluarga.

@ Setiap orang tua peserta didik berhak:
a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi

anaknya;
b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan

anaknya;
c. menerirna laporan penilaian hasil belajar anaknya secara

periodik; dan
d. berperan serta dalam perenc€rnaan dan evaluasi satuan

pendidikan.

Bagian Keempat
Warga

Pasal 34
(1) Setiap warga berkewajiban:

a-. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap prograrrr
wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan
pemndang-undangan;

b. memberikan dukungan sumber daya untuk
keberlangsungan pendidikan ;

c. mengembangkan pendidikan sesuai jalur, jenjang dan jenis
pendidikan;

d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta
kedamaian untuk mewrljudkan harmoni sosial; dan

e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan
pembelajar.

(2) Setiap w€rrga berhak:
a.. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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b. rnemperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam
penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya untuk rneningkatkan
kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara; dan

c. memperoleh informasi secara terbuka mengenai
perkembangan pelaksanaan dan arah kebij akan pendidikan
di Daerah.

Bagtal Kelima
Masyarakat

Pasal 35
(1) Setiap masyarakat berkewajiban memberikan dukr.rngan

sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
(2) Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam

perencana€rn, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi prograrn
pendidikan.

(3) Kewajiban dan hak penyelenggaraan pendidik oleh
masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan

Pasal 36
(1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

a-. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk
mernperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar
belakang agarna, ras, etnis, gender, status sosial dan
kemampuan ekonomi;

b. menjamin akses pendidikan bagr peserta didik yang
berkebutuhan ktrusus dalam hal menurut syarat-syarat
yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan dan
mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satrian
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dan/ atau masyarakat;

d. men5rusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
dengan sebaik- baiknya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. menlrusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah bersama Komite Sekolah sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan;

f. melaksanakan dan rnempertangglngiawabkan anggaran
pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Daerah
dan masyarakat;
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g. rnelaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
h. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturarl

perundang- undangan; dan
i. menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan,

bersih, tertib, teduh, nyarnan, arnan, sehat, berbudaya,
berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan
fisik/nonfrsik.

(2) Setiap satlran pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pernerintah Daeratr berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan bermutu.

Pasal 37
(1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana

operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pernerintah Daerah dan masya-rakat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan dana operasional, investasi, dan perneliharaan sarana
pras€rr€rna pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pada kemampuan ker.rangan dan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemerintah Daerah

Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan
pendidikan nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel;

b. menjamin terselenggaranya prograrn waj ib belajar
pendidikan dasar secara berkelanjutan sesuai dengan
kewenangannya;

c. mernberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu bagr setiap warga tarrpa
diskriminasi;

d. rnenyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai
kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang
undangan;

e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidika yang
dilaksanakan oleh masyarakat;

f. menetapkan kebij akan pengembangan kompetensi,
kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik
dan tenaga kependidikan;

C. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan
sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
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h. menetapkan kebij akan pengembangan kurikulum
berkeunggulan lokal sesuai standar nasional pendidikan;

i. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan;

j. menetapkan target partisipasi sekolah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta
didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mencapai prestasi dibidang ilrnu
pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan
berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Br.rpati.

Pasal 39
Pernerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu, mernbina, mengevaluasi, dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
PEI{YEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4O
(1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki sarana dan prasarana

pendidikan yang rneliputi tanah/gedung, perabot, peralatan
pendidikan, rnedia pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, bal.an pakai habis, serta perlengkapan lain yang
diperlukan unttrk menunjang proses pembelqiaran yang
teratur dan berkelanjutan.

(2) Ketentuan sarana dan prasar€rna pendidikan yang wqjib
dimiliki oleh Satuan Pendidikan dan rasio sumber belajar
tertradap peserta didik diatur menurut standar minimal
sararl.a prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
(1) Pemerintal- Daerah rnelakukan pemenuhan sarana dan

prasarana pendidikan sesuai kebij akan, kemarnpuan dan
kewenangan Daerah.

(2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka
memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan
dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai,
merata dan berkelanjutan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal .? Oesaflrbe( ,tLs
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal .2, Wseuboc ,A.S
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 262.T NOMOR O9I

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
pRovrNsr suLAwESr TENGAH 14, tt I lots

sesuai dengan aslinya
AGIAN HUKUM

DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

D,S.H.,M.H
a Tkt I, IV/b

DAEP${

NrP. 19420602 200604 1005
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2{ reP.UN .e.ozs

TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM
Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan nasional rnernbutuhkan
keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan
pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya
terencana, teraratr dan berkesinambungan dalam meningkatkan
kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan
pendidikan nasional. Untuk rnewujudkan upaya tersebut,
pembangrrnan nasional di daerah harus dikelola dan
diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah.

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2ol4tentang Pemerintahan Daerall, Peraturan
Pernerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu
pengaturan Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti yang dapat
memberikan j arninan kepastian hukum penyelenggaraan
pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter dan Budi
Pekerti dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan
penyelenqgaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan
non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara
berkesinarnbungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga
masyarakat Kabupaten Morowali. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan
Pendidikan.

II. PASAL - PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

PasaT 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Muatan Lokal Pilihan adalah mata pelajaran
Budaya dan Potensi Morowali Yang
dimaksudkan untuk rnenambah wawasa-n
bagt peserta didik, rnenambah kecintaan
terhadap budaya Daeral-, menggali lebih
dalam potensi Daeral. yang masih perlu
dikembangkan serta memberikan bekal
kecakapan hidup untuk
mengembangkan potensi Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
PasaT 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 3O

Ayat (l)
Hurrlf a

Pendidik dan/atau guru agarn a yang
seagarna dengan peserta didik difasilitasi
dan/atau disediakan oleh Pemerintah
atam Pemerintah Daerah sesuai
kebutuhan satlran pendidikan.

Huruf b
Layanan prima pendidikan yang
berkualitas dalarn proses pembelajaran
dan pengernbangan potensi diri
maksudnya setiap satuan/program
pendidikan memberikan layanan yang
terbaik sesuai dengan standar pelayanan
pendidikan kepada peserta didik agar
dapat mengikuti proses pembelajaran
dan pengembangan potensi dirinya
dengan sebaik- baiknya. Selain itu,
layanan prima pendidikan dirnaksudkan
agar setiap pendidik dan tenaga



-31 -

kependidikan di satuan/program
pendidikan agar dapat menyatukan hati
dan pikirannya penuh amanah,
profesional, visioner, demokratis, inklusif
dan berkeadilan dalarn mewrrjudkan
layanan prima pada satuan
pendidikannya.

Huruf c
Pendidikan keteladanan adalah peserta
didik mendapatkan keteladanan dari
pendidik dan tenaga kependidikan dalam
sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa
yang berpendidikan karakter dalam
kehidupan di satuan pendidikan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jela-s.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (21

Masyarakat berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi prograrn pendidikan untuk
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan
melalui Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah/Madrasal..



Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas-

Huruf c
Manajemen berbasis sekolah adalah
manajemen yang bersifat partisipatif
yaitu kebljakan sekolah atas dasar
keputusan yang rnelibatkan warga
sekolah termasuk pendidik, tenaga
kependidikan, peserta didik, orang tua
dan masyarakat.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanj a Sekolah (RABS) ada-lah sebuah
rencarla anggaran baik pendapatan
mauptrn pengeluaran selama 1 (satu)
tahr.rn yang dibuat oleh satr.lan
pendidikan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Standar Pelayanan Minimal adalah
kriteria minimal berupa nilai kumulatif
pemenuhan standar nasional pendidikan
yang harus dipenuhi oleh satuan
pendidikan.

Hurufh
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jela-s.
Pasal 37

Cukup Jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 4O

Cukup jelas.
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Pasal 4 1
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 0784


